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Abstrak

Secara historis, hukum pidana mengalami perkembangan pesat sejak awal
ditunjuknya Nabi Muhammad SAW. sebagai Nabi dan sampai sekarang hukum
pidana menjadi tolak ukur maraknya tindak kejahatan yang semakin berancka
ragam dengan tanpa mengenal usia baik korban maupun pelaku. Perilaku tindak
pidana yang semakin marak dan berkembang tersebut melahirkan efek negatif
yang tidak terduga, yakni munculnya suatu opini bahwa hukum yang ada dirasa
tidak adil dalam realisasinya. Problematika hukum mulai muncul sejak dirasakan
sudah tidak ada lagi hubungan erat antara pemerintah dan masyarakat.

Dari sinilah letak signifikansi penelitian ini dimulai, di mana penyusun
mengasumsikan perlunya hukum pidana yang tegas dan adil, untuk menghadapi
perkembangan dan maraknya tindak pidana. Kemudian Islam masuk dan
menawarkan hukum pidana yang tegas dan mengenalkan teori keseimbangan
dalam menetapkan sanksi pidana. Mengadvokasikan Islam sebagai agama yang
memiliki hukum elastis dan fleksibel. Dalam menelaah permasalah tersebut,
penyusun menggunakan penelitian pustaka melalui pendekatan normatif dengan
metode deskriptif-analisis melalui teknik pengumpulan data yang diperoleh dari
dan melalui sata primer dan data sekunder. Adapun analisis yang digunakan
adalah menggunakan instrumen analisis deduktif-komparatif. Fokus kajian dalam
penitilian ini adalah dengan mencoba mengkomparasikan konsep sanksi pidana
kisas, hak asasi manusia, dan hukum pidana Indonesia. Untuk mendapatkan suatu
sanksi pidana yang dinamis.

Penelitian ini menyimpulkan tawaran teoritis dan metodologis hukum
pidana islam, hak asasi manusia, dan hukum pidana Indonesia dalam melakukan
penalaran hukum mencakup beberapa konsepsi utama yang menjadikan ketiganya
sama-sama sebagai hukum yang memasyarakat dan fleksibel. Konsepsi-konsepsi
tersebut terdiri dari konsepsi berbasis nilai, metodologis, dan tujuan adanya
sanksi. Atas dasar itulah kemudian ketiga konsep ini dapat menjamin kehidupan
yang saling menghormati atas hak dan kewajiban perorangan maupun orang lain.
Sehingga hukum bukan hanya sebagai peraturan tertulis, melainkan juga sebagai
pedoman untuk menggambarkan bagaimana seharusnya hidup bermasyarakat.
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MOTTO HIDUP

“Kamu boleh mengikat tubuhku dan memasungnya, tapi kamu tak dapat
memasung imajinasiku”
(Erich Fromm)

“Hidup yang tak dipikirkan adalah hidup yang tak pantas dijalani”
(Socrates)
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PERSEMBAHAN

Kedua orang tua dan adik-adikku:
-Kalian adalah segalanya.
Dan semua makhluk Tuhan yang pernah
memberiku kemaslahatan serta cinta.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 10 September 1987 No:

158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
i Alif tidak tidak dilambangkan
dilambangkan
< Ba' B Be
< Ta' T Te
< Sa' S es titik atas
z Jim J Je
z Ha' H ha titik di bawah
z Kha' Kh ka dan ha
] Dal D De
3 Zal Z zet titik di atas
0 Ra' R Er
D Zai V4 Zet
o Sin S Es
B Syin Sy es dan ye
o Sad S es titik di bawah
o= Dad d de titik di bawah
b Ta' T te titik di bawah
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L Za' Z zet titik di bawah
¢ 'Ain R koma terbalik (di atas)
¢ Gayn G Ge

- Fa' F Ef

3 Qaf Q Qi

< Kaf K Ka

J Lam I El

e Mim M Em

o Nin N En

) Waw W we

° Ha' H Ha

s Hamzah e apostrof

é$ Ya Y Ye

B. Konsonan rangkap karena fasydid ditulis rangkap:

-

(pieia ditulis muta aqqidin

33 ditulis ‘iddah




C. Ta'marbutah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

-

4 ditulis hibah

L ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya,

kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

) Aad ditulis ni'matullah

kil 318 ) ditulis zakatul-fitri

D. Vokal pendek

___(fathah) ditulis a contoh < ra  ditulis daraba
_— (kasrah) ditulis i contoh or ditulis fahima
" (dammah) ditulis u contoh (SN ditulis kutiba

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis a (garis di atas)

dlals ditulis Jahiliyyah



2. fathah + alif maqgstr, ditulis a (garis di atas)

(s ditulis yasa

3. kasrah + ya mati, ditulis 1 (garis di atas)

N ditulis majid

4. dammah + wau mati, ditulis @ (dengan garis di atas)
uas A ditulis funid
F. Vokal rangkap:

1. fathah + ya mati, ditulis ai

aSin ditulis bainakum

2. fathah + wau mati, ditulis au

-

JsA ditulis qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof.
] ditulis a'antum
el ditulis u'iddat
A SE Al ditulis la'in syakartum
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H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

OV ditulis al-Qurlan

okl ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf I-nya

g ditulis asy-syams

slacall ditulis as-sama’

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang

Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut

penulisannya

ol 55 ditulis zawl al-funid

audl dal ditulis ahl as-sunnah
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KATA PENGANTAR

VLAY o) 28l e il (S5 4l Gaall e o jedad Gall a5 g3l Al sm s Juaf (520) b sl
ALl Cpraad dmia gl g daae e alu g Jia aglll 4l s ) 5 sae Taase o gl 5 )

Puja-puji syukur selayaknya selalu kami senandungkan kepada Tuhan
semesta alam, kreator sejati segala bentuk keindahan yang kemudian menitipkan
keindahan tersebut kepada manusia, sehingga jadilah manusia sebagai makhluk
sempurna dan “khalifah Allah fi al-Ard’. Tak lupa sosok garang dalam kegelapan
yang seringkali memotivator kami; Izroil, sang pencabut nyawa bagi umat
manusia seluruh alam dalam dimensi yang berbeda. Berkat “jasa”nya kami dapat
merasakan indahnya hasil “ketakutan”, membuat kami ingin selalu mendekatkan
diri kepada sang Ilahi dengan memanifestasikan kehadiran Al-Quran untuk
mewarnai kehidupan dan menyehatkan pikiran. Demikian halnya shalawat serta
salam, yang tak bosan-bosannya kami lantunkan khusus kepada sang
dekonstruktor sejati, Muhammad Ibn Abdillah, pendobrak rezim juhala’ dan
pembawa pesan damai di balik tirai nilai-nilai Islam. Berkat beliau, kami dapat
menikmati desahan nafas lagu-lagu dendangkan kesejatian arti hidup dalam

menggapai titik klimaks rafmatan Ii al-‘alamin. peradaban cahaya dan budaya.

Usia bumi sudah semakin tua, demikian juga manusia. Setelah sekian
lamanya menggendong predikat sebagai mahasiswa SI, akhirmya sampai juga
pada akhir sekaligus awal dari proses pengabdian kepada Bangsa dan Agama.

Terlalu banyak rasa untuk diucapkan untuk menggambarkan luapan gundah-
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gulana hati selama proses SI. Adakalanya kelam dalam pesimis, bangga sekaligus
optimis menatap cita dan cinta masa depan yang bahagia. Namun demikian, bagi
penyusun, selesainya skripsi ini bukanlah akhir karya, melainkan hanya sebagian
kecil tulisan yang jauh dari kualitas sempurna. Demikian halnya barometer
kualitas tulisan, tidaklah diukur dari tebal-tipisnya halaman, melainkan
sejauhmana tulisan itu dapat memberi makna dan memberi warna baru bagi
wajah peradaban dunia yang pada akhirnya karya tersebut akan tetap hidup,
walaupun sang pengarang telah tiada (mudah-mudahan masih lama. Amin).
Sehingga tidak salah kalau Derrida menyatakan kematiannya bersamaan dengan
diterbitkannya tulisannya, di mana pembaca dapat bermain tafsir, mengkritisi

atau bahkan membunuh pengarangnya dalam tulisan tersebut.

Keseluruhan proses penyusunan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan
kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang
meresahkan dan merugikan masyarakat pada umunya dan korban pada
khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif
(pencegahan) dan represif (penindakan).'! Bentuk penanggulangan tersebut
dengan adanya diterapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Sanksi pidana
merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk
menghadapi ancaman-ancaman dari pelanggaran dan kejahatan maupun bahaya.

Kisas yang dalam kamus ilmiah populer berartikan pembalasan; balas;
hukum kisas; hukum mati,” merupakan hukum pidana Islam yang paling
kontroversi dan masih menjadi perdebatan sampai sekarang ini. Sanksi pidana
kisas adalah sanksi hukum yang mungkin terlihat berat dan melanggar menurut
hak asasi manusia, karena kisas adalah hukuman atas tindak pidana kejahatan
terhadap jiwa manusia dan harus dibalas sama dan sesuai dengan apa yang sudah

dilakukan oleh sipelaku tindak pidana.3

! Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogjakarta: Logung Pustaka,
2004), hlm. 53.

? Achmad Maulana, Kamus Ilmiah Populer, (Y ogyakarta: Absolut, 2003), him. 223.

? Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syariat dalam Wacana
dan Agenda, (Yogyakarta: Gema Insani Press, 2003), him. 69.



Secara historis, ketentuan sanksi pidana kisas dalam Al-Qur’an berkaitan
dengan praktik dalam hukum adat Arab pada waktu itu. Suku-suku Arab sudah
mempraktikkan sanksi kisas untuk menyelesaikan perkara pembunuhan yang
terjadi diantara mereka, namun dasar implementasi hukum ini adalah kekuatan
dan otoritas kolektivitas suku. Kisas diartikan sebagai hukum balas dendam,
sehingga ukuran atau batas hukumannya tidak stabil, tergantung pada status
korban dan status suku korban. Ketidakadilan dalam praktik hukum inilah yang

kemudian direkontruksikan dan diinovasikan olch Al—Qur’an.4

N 2 Y G A e o ol mhol g Lis ed Lehie drs e 1515

Secara mendasar, ayat di atas menjelaskan prinsip keseimbangan dalam
hukuman. Dengan kata lain, suatu tindak kejahatan dilaksanakan sesuai dengan
perbuatan yang diterima dan tidak boleh melebihi. Penuntutan balas dendam
diperbolehkan selama berdasarkan prinsip keseimbangan. Menurut Al-Qur’an,
penuntutan balas dendam kisas harus seimbang, baik dalam hal kuantitas maupun
kualitas. Keseimbangan kuantitas berarti pembalasan sesuai dengan jumlah
korban pembunuhan, sedangkan keseimbangan kualitas adalah kesesuaiannya

dengan status terbunuh.’

* Ali Sodiqin, Hukum Qisas: dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam, (Yogyakarta: Tiara
Wacana, 2010), him. 9-10.

Q. S. Al-Sura (42): 40.

6 Keseimbangan dalam hal kuantitas dan kualitas dimaksudkan untuk mengeliminir
praktik balas dendam masa pra-Islam yang memang tanpa dasar yang jelas. Jika pembalasan tidak
mempertimbangkan status korban maka hal itu akan dimanfaatkan untuk melemahkan suatu
suku. Baca Ali Sodiqin, Hukum Qisas ..., (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), hlm. 55-56.



Berbeda dengan pandangan hak asasi manusia tentang hukum tindak
pidana, yang di dalamnya berisikan hak dasar manusia yang salah satu tujuannya
adalah untuk menghindarkan perlakuan atau hukuman yang aniaya, kejam, tidak
manusiawi, atau merendahkan.” Bahwasannya hukum haruslah bisa menjaga dan
melindungi seseorang dari hukuman yang sifatnya sewenang-wenang tanpa
memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. karena pada intinya, hak asasi
manusia adalah alat untuk memperkuat dan melindungi setiap individu, dengan
menetapkan standar minimum bagaimana seseorang harus diperlakukan (hak
untuk tidak disiksa).8

Menyikapi sanksi pidana kisas di atas yang sangat bertentangan dengan
unsur hak asasi manusia dalam pemidanaannya, mendapat tanggapan berbeda
dari para tokoh agama. Terdapat tiga macam pandangan dari kelompok agama,
termasuk umat Islam terhadap hak asasi manusia. Perfama, mereka yang
menerima tanpa reserve dengan alasan bahwa hak asasi manusia itu sudah sejalan
dengan ajaran Islam. Kedua, mereka yang menilai bahwa konsep hak asasi
manusia tersebut bertolak belakang dengan ajaran Islam karena bersumber dari
budaya Barat yang sekuler. Ketiga, posisi kelompok moderat yang mengambil
sikap hati-hati, yakni menerima dengan beberapa perubahan dan modifikasi

seperlunya.9

" Pasal 5 Universal Declaration of Human Rights yang diterima dan diumumkan oleh
Majelis Umum PBB pada Tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (IIT).

0. C Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan
Terpidana, (Bandung: P.T. Alumni, 2006), hlm. 17.

? Maksud dari perubahan dan modifikasi seperlunya di sini adalah jika adanya peraturan
yang ada dalam hak asasi manusia itu bertentangan dengan hukum Islam, maka perlu



Dalam hukum pidana Indonesia, hukum pidana Islam sedikit mendapat
tempat dan bertahap telah dapat diakomodir oleh tim penyusun draft RUU
KUHP utamanya yang berkaitan dengan rumusan tindak pidana secara umum. "
Seperti halnya hukuman mati yang dijatuhkan kepada tindak pidana pelaku
kejahatan pembunuhan dengan sengaja dan dengan direncanakan dalam Pasal 340
KUHP. Adapun rumusan tindak pidananya adalah jarimah kisas tetapi sanksi
pidananya adalah ‘ugubah takzir,'' salah satunya dapat dilihat pada Pasal 338
KUHP, “barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena
pembunuhan biasa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas
tahun.”

Hukuman penjara di atas dirasa kurang efektif dan dilematis pada waktu
yang sama, karena bila seseorang berada dalam tahanan (dengan mendapat,
makan, minum, dan tempat tidur yang layak), akan berpengaruh negatif terhadap
psikis sipelaku tindak pidana. Hukuman lain seperti membayar denda dan hukum

cambuk, sudah ada dalam Islam sebelumnya mungkin akan cukup memberi

sanksi jera. Namun apakah hukuman itu memang bisa membuat sipelaku jera dan

diadakannya modifikasi ulang atau bahkan dirubah. Baca, Ahmad Qosasih, HAM dalam
Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat, (Jakarta:
Salemba Diniyah, 2003, hlm. 17.

19°Qabri Samin, Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia, Elektisime dan Pandangan
Non Muslim, (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), hlm. 232.

" Ibid,, him. 244.



membuat orang lain takut untuk melakukan tindak pidana, itu lah yang kemudian
menjadi tolak ukur dan syari’at pun menginginkan lebih dari itu semua.'?

Hukum Islam yang bersumber kepada Al-Qur’an dan Hadis Nabi,
memiliki dua karakter sekaligus, yaitu kekokohan dan fleksibilitas. Di mana
bagaimanapun berkembangnya kehidupan manusia, hukum Islam bersifat tetap.
Berbeda dengan hukum Barat yang tidak sama dan tidak berakar dalam kultur
bangsa Indonesia,"” dalam melaksanakan teori-teori hukum pidananya, bersifat
tindak pidana dapat berkembang dan terus mengikuti perkembangan
masyarakat.'*

Melihat perbedaan konsep di atas, hukum pidana Islam dengan kisasnya,
dan hak asasi manusia dan hukum pidana Indonesia yang lebih mengedepankan
sisi humanismenya dalam menetapkan suatu ketetapan hukum, penyusun tertarik
untuk melakukan sebuah telaah normatif terhadap ketiga konsep di atas dalam
mewujudkan suatu hukum yang dinamis. Sebab, problematika sosial yang terus
berkembang menuntut upaya pemberlakuan hukum yang bisa melindungi dan
menciptakan keamanan dan kesejahteraan sosial, tanpa melupakan dan

meninggalkan norma-norma dan setiap unsur sumber hukum di dalamnya.

12 Jamal Al-Banna, Manifesto Figih Baru 3, di terjemahkan oleh: Hasibullah Satrawi dan
Zuhairi Misrawi dari judul aslinya, NahAwa Figh Jadid 3, (Jakarta : Erlangga, 2008), him. 125.

" Djoko Prakoso, Masalah Pidana Mati (Soal Tanya Jawab), Cet. 1, (Jakarta: Bina
Aksara, 1987), hlm. 93.

14 Topo Santoso, Membumikan Hukum ..., him. 39.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, setidaknya yang menjadi rumusan masalah
dalam tulisan ini:
1. Apakah konsep sanksi pidana kisas relevan dengan hak asasi manusia
dan hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana pandangan hak asasi manusia dan hukum pidana Indonesia

tentang sanksi pidana kisas?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tulisan ini memiliki tujuan dan
kegunaan. Tujuan yang diharapkan bisa terlaksana dengan hadirnya tugas akhir
ini adalah:

1. Memudahkan mahasiswa untuk lebih memahami sanksi pidana kisas,
hak asasi manusia, dan hukum pidana Indonesia.

2. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dan pembaca tentang
bagaimana ketiga instrumen hukum itu menyikapi suatu pelanggaran
ataupun kejahatan.

3. Mengembalikan tujuan ditetapkannya suatu hukum, sehingga bisa
menciptakan rasa keadilan dan keamanan serta ketentraman bagi
seluruh rakyat Indonesia.

Tulisan ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Mampu membuka wawasan intelektual penyusun sendiri dan pembaca

pada umumnya, khususnya mengenai apa yang melandasi terjadinya



pro-kontra sanksi pidana kisas menurut hak asasi manusia dan hukum
pidana Indonesia.

2. Memberikan masukan bagi para pembaca dalam rangka mewujudkan
pemikiran hukuman sanksi tindak pidana yang dinamis dan bisa lebih
menyentuh kemaslahatan masyarakat luas tanpa mengesampingkan sisi

kemanusiaannya, baik bagi sipelaku maupun korban tindak pidana.

D. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penyusun, seputar sanksi pidana kisas, hak asasi manusia
dan hukum pidana Indonesia, sebenarnya sudah sedikit di bahas oleh penyusun
lain. Akan tetapi, kebanyakan dari skripsi yang sudah ada hanya membahas
secara garis besar hukum pidana umum (hukum positif), hak asasi manusia,
maupun hukum pidana Islam. Salah satunya adalah skripsi oleh Ahmad Prasetyo,
Hak Asasi Manusia dan Pidana Mati (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan
Hukum Positit di Indonesia).” Lebih banyak mengedepankan konsepsi dasar hak
asasi manusia dan pidana mati menurut hukum Islam dan hukum positifnya saja.

Sedangkan karya ilmiah yang ditulis oleh Hidayah, Ni/ai-Nilai Kesamaan
dalam Qisas-Diyat, lebih menekankan pemahaman nilai-nilai keadilan dalam

hukum kisas dan diat.'®

'S Lihat skripsi Ahmad Prasetyo, HAM dan Pidana Mati (Studi Komparatif antara
Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia), Fakultas Syari’ah, 2007.

' Lihat skripsi Hidayah, Nilai-Nilai Kesamaan dalam Qisas-Diyat, Fakultas Syari’ah,
2003.



Adapun skripsi yang ditulis oleh Thsan Masruri, Qisas Menurut Pendapat
Mazhab Hanafi dan Syafi7'’ hanya lah menganalisa dalil-dalil nas Al-Qur’an
dan Al-Hadis dengan menggunakan kaidah-kaidah usu/ fikih tentang eksistensi
hukuman kisas yang kemudian membandingkan pendapat kedua Mazhab di atas.

Sedangkan untuk kajian yang lebih luasnya (bagaimana sanksi pidana
kisas itu dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana Indonesia) belum
dibahas sekali oleh penyusun lainnya. Untuk itu, penyusun mencoba untuk
menelaah lebih lanjut tentang konsep sanksi pidana kisas dan bagaimana
pandangan hak asasi manusia dan hukum pidana Indonesia tentang sanksi pidana
kisas serta relevansi sanksi pidana kisas dalam perspektif hak asasi manusia dan
hukum pidana Indonesia.

Di samping itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan
Deklarasi mengenai Perlindungan Semua Orang terhadap Penyiksaan dan
Kekejaman lain, Tidak Manusiawi atau Penghinaan atau Penghukuman, serta
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menjadi acuan terpenting bagi

« it g gz el
penyusun dalam menyusun skripsi ini."®

E. Kerangka Teoretik
Tindak pidana dalam Islam yang biasa disebut dengan jarimahljinayah,

jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu Audud, kisas-

"7 Lihat skripsi Thsan Masruri, Qisas Menurut Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab
Syati’7, Fakultas Syari’ah, 2009.

'8 Universal Declaration of Human Rights dan Declaration on the Protection of all
Persons firom being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading serta Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



diat, dan takzir."” Sedangkan aspek yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi
ini adalah masalah sanksi pidana kisas. Kejahatan yang termasuk golongan kisas
dalam hukum pidana Barat, biasa dikenal sebagai tindak pidana terhadap tubuh
dan jiwa. Dalam hukum pidana Islam, yang termasuk dalam kisas adalah (1)
pembunuan dengan sengaja; (2) pembunuhan semi sengaja; (3) menyebabkan
matinya orang karena kealpaan atau kesalahan; (4) penganiayaan dengan sengaja;
dan (5) menyebabkan orang luka karena kealpaan atau kesalahan.”’ Hal ini sesuai

dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur’an:

oo SYU (V) g bl AL ) el fSle ST sl Ll b
b Ay 5 1Sy e et S Ol sl g all LB s b ) e ) s
”ﬁn Olde als 213 dw s

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, terdapat beberapa jenis
hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak
pidana, di mana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:*

1. Pidana Pokok: (Hukuman mati, pidana, kurungan, dan denda).

2. Pidana Tambahan: (pencabutan beberapa hak tertentu, pencabutan

barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim).

!9 Makhrus Munajat, Dekonstruksi ..., (Yogjakarta: Logung Pustaka, 2004), him. 11.
* Ibid., him. 129.
1 Q.S. Al-Baqarah (2): 178.

* Teguh Prasetyo, Hukum Pidana —Edisi Revisi-, (Jakarta: PT, RajaGrafindo Persada,
2011), hlm. 117.
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Hukuman mati yang masuk ke dalam kategori pidana pokok, ditujukan
pada pembunuhan berencana, berencana dan disengaja serta penganiayaan yang
menyebabkan kematian. Hal ini termuat dalam bab XIX-bab XXI Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP).

Di Indonesia, tidak jarang lapas justru menjadi Jocus delicti bagi
terjadinya tindak pidana dan penjara merupakan sarana pembelajaran diri agar
lebih profesional dalam melakukan tindak kejahatan dan belum lagi negara harus
menanggung biaya yang besar untuk menjamin kelangsungan hidup para
narapidana ketika berada dalam lapas.”

Dalam Pasal 5 dari Universal Declaration of Human Rights (UHDR)
bertujuan menghindarkan perlakuan atau hukuman aniaya, kejam, tidak
manusiawi, atau merendahkan. Adapun bunyi pasalnya adalah “77dak seorang
pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum
secara tidak manusiawi atau dihina’. Dari penjelasan pasal ini bisa disimpulkan
bahwa, hukuman mati merupakan suatu hukuman yang harus dihindari. Karena
sudah seharusnya memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk bisa
menjadi lebih baik dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Fenomena yang menyedihkan ini akhirnya mendorong PBB untuk
menyelenggarakan kongres ke-6 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan
terhadap pelanggar/pelaku tindak kejahatan (7he Prevention of Crime and the
Treatment of Offenders). Dalam kongres tersebut menghasilkan sebuah resolusi

yang menyesalkan dan mengutuk hukuman mati yang dilaksanakan/dilakukan

23

http://www.lintasberita.com/story/title/Hukum Pidana Islam Pernah Diterapkan Di Indonesia
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dengan sewenang-wenang dan tanpa melalui proses pengadilan yang baik (tidak
memihak).

Pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia (DUHAM) yang syarat dengan pernyataan dan pengakuan yang
menjunjung tinggi harkat, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat
luhur dan sangat asasi. Antara lain ditegaskan hak setiap bangsa akan
kemerdekaan, berkehidupan yang bebas, tertib dan damai, hak membangun
bangsa untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, berperikemanusiaan,
berkeadilan, dan berkeyakinan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”*

Hukum pembalasan yang setimpal (kisas) bukan lah bersifat haddiyah
(hanya memiliki satu bentuk hukum), melainkan hanya bersifat Aududiyyah
(bersifat batas-batas hukum elastis dan mempunyai banyak bentuk).”> Hal ini
bisa dilihat dari terusan ayat-ayat yang menjadi landasan dijatuhkannya sanksi
pidana kisas,” di sana ditegaskan bahwa memaafkan pelaku tindak kejahatan
adalah hal yang lebih diutamakan, karena itu merupakan rahmat Allah SWT.
Karena polemik ini lah kemudian penyusun mencoba menggambarkan bagaimana
konsep sanksi pidana kisas, mengapa bisa menimbulkan suatu pro-kontra yang

sekarang masih layak untuk diperbincangkan.

** Ibid,, hlm. 53-54.

» M. Shahrur, Metodologi Figih Islami, terjemahan dari Nahw Usul Jadidah Li Al-Figih
Al-Islami, yang diterjemahkan oleh: Sahiron Syamsuddin & M.A. Burhanudin, Cet. I,
(Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm. 157.

% Lihat Q. S. Al-Bagarah (2): 178 dan Al-Ma’idah (5): 45.
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F. Metode Penelitian
Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam penelitian,
baik lapangan maupun literatur. Di samping untuk mempermudah juga untuk
menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional serta mencapai hasil penelitian
yang lebih optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini, adalah:
1. Jenis Penelitian
Pembahasan dalam tulisan ini merupakan penelitian pustaka (/ibrary
research), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, kitab, jurnal,
internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait yang
dibahas sebagai sumber datanya, dengan menggunakan data yang diperlukan
berdasarkan literatur primer dan sekunder.” Literatur primer yang dimaksud
adalah karya-karya yang khusus membahas tentang sanksi pidana kisas, hak
asasi manusia, dan hukum pidana Indonesia dalam berbagai bentuk.
Sedangkan literatur sekunder tiada lain merupakan literatur penunjang yang
juga diambil dari berbagai jenis tulisan yang berkaitan dengan pembahasan
dalam tulisan ini.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif-analisis. Deskriptif,
yakni memberikan ilustrasi tentang metode/konsep sanksi pidana kisas
beserta pelbagai pendekatan yang digunakan dalam aplikasinya terhadap
suatu tindak pidana. Komparatif merupakan upaya mengurai benang-benang

perbandingan mengenai konsep sanksi pidana kisas, hak asasi manusia, dan

27 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Y ogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.
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hukum pidana Indonesia, dalam ranah hukum yang mencakup persamaan dan
perbedaan persepsinya. Analisis, yaitu sebuah pisau untuk membedah titik
temu ketiga metode tersebut yang sejurus kemudian dapat memberikan nafas
baru dalam khazanah hukum, khususnya dalam bidang tindak pidana.
3. Pengumpulan Data

Oleh karena tulisan ini bersifat /ibrary research, maka sumber data
diperoleh dari buku-buku yang membahas tentang sanksi pidana kisas, hak
asasi manusia, dan hukum pidana Indonesia atau disebut sebagai data utama
(primer). Dan data-data lain yang bersifat sekunder dan tersier dalam
berbagai bentuk, menjadi penunjang dalam analisa tulisan ini, seperti halnya
makalah, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.
4. Pendekatan Masalah

Secara metodelogis tulisan ini menggunakan pendekatan normatif.
Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri sejarah konsep atau metode
pertumbuhan dan perkembangan konsep sanksi pidana kisas dalam hukum
pidana Islam yang kemudian penyusun mencoba untuk mendiskripsikannya
guna melihat apakah konsep sanksi pidana kisas itu masih relevan atau tidak,
dengan meninjau dari sisi hak asasi manusia dan hukum pidana yang
berkembang di Indonesia, sehingga muncul beberapa karakteristik yang

dominan.
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5. Analisis Data

Pasca pengolahan data, penyusun akan melakukan analisa secara
kualitatif menggunakan metode deduktif,®® dengan menganalisasi dan
memaparkan data yang bersifat umum, kemudian menarik sebuah
kesimpulan menjadi pernyataan khusus. Di sisi lain, penyusun juga
menggunakan metode komparatif,” dengan menganalisa data yang ada
dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan yang lain untuk

kemudian dicari benang merahnya dan dijadikan sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima Bab. Bab Pertama
merupakan pendahuluan yang didalamnya mencakup beberapa sub bahasan,
antara lain; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua mencakup tinjauan umum tentang sanksi pidana kisas dalam
hukum Islam. Bab ini terdiri dari pengertian, landasan dan sejarah terbentuknya
serta tujuan sanksi pidana kisas. Bab ini ditujukan untuk lebih memahami

landasan hukum pidana Islam dalam menetapkan sanksi pidana kisas.

¥ Deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian
ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.

¥ Komparatif adalah metode untuk menganalisis data yang berbeda-beda dengan jalan
membandingkan untuk dapat diketahui mana yang lebih benar atau mencapai kemungkinan untuk
mengkompromikannya.
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Pada bab ketiga penyusun akan mencoba memberikan ilustrasi tentang
bagaimana sebenarnya pandangan hak asasi manusia dan hukum pidana
Indonesia tentang pelanggaran terhadap nyawa dan tubuh. Bab ini bertujuan
untuk mengetahui apa saja yang menjadi pelanggaran/kejahatan dan hukuman
yang bisa disejajarkan dengan sanksi pidana kisas.

Bab keempat diulas analisa komparatif tentang konsep sanksi pidana
kisas dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana Indonesia. Apakah
memang relevan atau tidak relevan, dengan mengkomparatifkan ketiga hukum
tersebut, sehingga bisa menemukan benang merah dan mencari persamaan
maupun perbedaan antara hak asasi manusia dengan hukum pidana Indonesia
dalam menanggapi sanksi pidana kisas.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari eksplanasi bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa

kesimpulan, yaitu:

a.

Terdapat relevansi antara sanksi pidana kisas dengan hak asasi
manusia, yaitu sama-sama mempunyai sisi humanisme hukum demi
menjaga kelangsungan hidup manusiawi. Penghukuman harus lah
tidak bersifat kejam dan manusiawi.

Adanya relevansi yang kuat pada hukum pidana Indonesia dan sanksi
pidana kisas, yaitu sama-sama menanamkan teori keseimbangan
hukum.

Sanksi pidana kisas menurut hak asasi manusia merupakan hukuman
yang harus dihindari, karena itu sangat melanggar hak-hak asasi
manusia.

Sanksi pidana kisas dalam hukum pidana Indonesia merupakan salah
satu bentuk hukuman yang mulai diadopsi, hal itu terlihat dengan
menerapkan hukuman-hukuman yang mempunyai substansi yang

sama namun berbeda dalam bentuk hukumannya.

81



B. Saran

a
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Hendaknya pemerintah lebih memperhatikan korban tindak kejahatan
dalam menentukan sebuah sanksi pidana (victim oriented), bukan
hanya menitik beratkan pada pelaku tindak pidana. Ini dikarenakan,
ketika hak-hak asas korban tidak dipenuhi, maka hukum hanyalah
sebuah tulisan formalitas peraturan pemerintah.

Menyempurnakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan segera
untuk melegalkannya. Ketegasan hukum dirasa sangat perlu, karena
terlalu banyak kelonggaran dari pemerintah, membuat hukum pidana
terlihat tidak sanggup lagi membendung aks maraknya kejahatan
yang semakin berkembang, baik dalam tindak kejahatan maupun
pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Skrips ini memberikan masukan pemahaman atas hukum dan konsep
sanksi pidana kisas, sehingga dapat dijadikan acuan sebagai landasan
pengkajian lanjutan mengenal sanks pidana kisas beserta kaitannya
dengan hak asasi manusia dan hukum pidana di Indonesia
Memotivasi mahasiswa untuk membahas hukum-hukum pidana Islam
yang dianggap kaku, kuno, dan dehumanis. Kemudian menelaah lebih
lanjut opini tersebut, mencari kebenaran dan kefektivitasan hukum

pidana Islam.
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